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BUPATI BTIRII

PERATURAI'I BUPATI BI'RU

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTAI{G

PERUBAIIAN ATAS PERATI'RAI{ BI'PATI BI'RU NOMOR 41 TAIIUX 2OI,2

TEITTA.ITGPENJABARAIIIAI{GGARANPENDAPATAI{DANBELAI{JADAERAII
TAHUT{ ANGGARAIT 2013

Menimbang : a.

1.

b.

BI'PATI BI'RU,

bahwa dalam rang!<a memenuhi ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kibupaten Buru Nomor 27 Ta}run 2OL2

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
nnggar;n dors, telah ditetapkan Peraturan Bupati Buru

Noilor 4L Tatrun 2OL2 tentang Penjabaral Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Al3;

bahwa agar program dan kegiatan yang didanaidari Dana
p..ry.*,riluo b"tip* Tunjansan Profesi Guru, Tambahan

fen"gfrasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah' Dana

Alofasi Bag Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan

tvtrnyat gu;i dan Gas, Dana Alokasi Bagi Hasil Sumber

D;t; Alam Kehutanan, dan Dana Alokasi Bagi Hasil Pajak

a"p"t ditaksanakan tepat waktu, maka dengan

mdndasarkan pada ketentuan Bab V angka 14 Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OL2

tentang Pedoman Penyusunun enggT an PeSdapatan dan
gelanjf Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu melakukan
p.t"U]uft"t, terhadap Peraiural Bupati B-uru- Nomor 41

Tahun 2Al2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupatin Buru Tahun Anggaran 2Ol3;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru
Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran

Pend.apatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun

Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun L999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Repulm< Indonesia Tahun 1999 Nomor 174' Tambahan

C.

Mengingat



2.

3.

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3S9S),
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2000 {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961");

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengafl undang-undang Nomor
12 Tihun 1994 (Lembaran Negara Tahun t994 Nomor 62

Tambatran Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea
perolelian Hah Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Tahun LggT Nomor 44 Tambahan Lembaral
We[ara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan

Uniang-Undang Nomor 2O Tahun 2000 (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan l'embaran Negara

Nomor 3988);

Und.ang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyel&ggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korri.psi,Eolusi d"an Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negarallembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47

famUafran Lembaran Negara Nomor a286j;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4

Nomor 5 Tamba-Lan Lembaran Negara Nomor a355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Plngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66

tamUafran Lembaran Negara Nomor 4400);

S.Undang.UndangNomor25Talrun2004tentangSistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2oo4 Nomor 104 Tambahan l,embaran Negara

Nomor aaZll;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintahan baerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor L25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 20OB (Lembaran f-egara Tahun

2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor aSaa\;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimb-angan ["r*g,,t antara Pemerintah Pusat dan

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraTa}run2oo4
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor aa38);

1"1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P4iak

Daerah aan nJtribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

4.

5.

6.



2OO9 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor
50a3);

72. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2A1L tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a);

13. Peraturan Pemerintah Nomor l"O9 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 214
Tambahan Lembaran Negara Nomor a028);

L4. Peraturan Pemerintah Nomor 2+ Tahun 2OO+ tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2AO4 Nomor 90 Tambahal Lembaran
Negara Nomor 44161sebagaimana telah diubah ketiga kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2AO7
(Lembaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 47121;

15 Peraturan Pemerintah
Pengelolaan Keuangan
Negara Tahun 2005
Negara Nomor a502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor a503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
136 Tambahan Lembaran Negara Nomor a57a);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137
Tambahan Lembaran Negara Nomor a5751;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan l,embaran Negara
Nomor a5761;

20. Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah
2005 Nomor 140 Tambahan
4578\;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150
Tambahan Lembaran Negara Nomor a585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165 Tambahal Lembaran Negara Nomor a593);

Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Badan Layanan Umum (Lembaran
Nomor 48 Tambahan Lembaran

58 Tahun 2005 tentang
(Lembaran Negara Tahun
Lembaran Negara Nomor



23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2Al2 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2OOo
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OAT
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OOT

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;

27. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 37 Tahun 2OI2
tentang Pedoman PenSrusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL3;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07l2Ol3
tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Tahun
Anggaran 2Al3;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20IPMK.OT l2AL3
tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tah:un 2OL2
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2OI2 Nomor 27);

31. Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2Ol2 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Al3 (Berita Daerah Kabupaten Buru
Tahun 2012 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Dlenetapkan : PERATURAT{ BUPATI TTNTAI{G PERUBAHAN ATAS
PTRATURAII BUPATI BURU NOMOR 4I TAIIUN 2OT2
TENTAI{G PENJABARAN AI{GGARAI{ PENDAPATAI{ DAil
BELANJA DATRA}I TAIIUN ANGGARAN 2OI3

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 4l Tahun 2Ol2 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013



(Berita Daerah Ka.bupaten Buru Tahun 201,2 Nomor 121), diubah sehingga
berbunyi sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri dari
atas :

1. Peadapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yarrg Sah

JumlahPendapatan
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1).Belanja Pegawai

2).Belaqia Bunga

3).Belanja Subsidi
4).Belanja Hibah
S).Belanja Bantuan Sosial

6).Belanja Bagi Hasil

7 ].Belanj a Bantuan Keuangan

8).Belanja Tidak Terduga

b. Belaqia Langsung
1).Belanja Pegawai

2).Belanja Barang dan Jasa

3).Belanja Modal

Jumlah Belanja
Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto Re. 38.674.244.9OQ'OO

Sisa Lebih Pembiayaan aaggaran tahun berkenaan {Rp. 8.517.631.6,4Lr971

Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

: Rp. 25.245.000.000,00

: Rp. 467.843.225.251,00

: Rp. 29.460.253.000,00

Rp. 5122.5,4A,478.251,00

: Rp. 250.429.06,6.22o.,88
: Rp. 217.323.296.620,88
: Rp. 2.691.500.000,00
: Rp. 250.000.000,00
: Rp. 3.330.000.000,00
: Rp. 6.797.500.000,00
: Rp. 0,00

: Rp 15.036.769.600,00
: Rp. 5.000.000.000,00

: Rp. 319.311.288.572,09
: Rp 38.057.937.2LO,0O

: Rp. 725.862.748327,67
: Rp. 155.391.24 .03a,42

Rp. 5,69.74A364.792,97

{Rp. 47.tgt.a76.541'97)

: Rp. 46.674.244.9oo.,A0
: Rp 8.OOO.OOO.OOO,OO



2.

(u.

{2).

Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut
dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Peraturan Bupati ini mulai trerlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p engundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 7 Maret 2OL3

Diundangkan di Namlea
. pada tanggal T Maret 2OL3
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ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAII KABUPATEil BURU TAHUN 2()13 NOMOR 27


